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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Keluarga merupakan  sebuah unit yang terkecil di dalam masyarakat 
yang tidak akan lepas dari sebuah aturan-aturan yang ditentukan oleh Negara 
indonesia atau oleh masyarakat dan juga agama. Contoh yang nyata dari 
penggunaan aturan atau hukum di dalam lingkungan keluarga yaitu di dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan yang keumdian  menjadi dasar tata pelaksanaan di dalam suatu 
perkawinan yang sah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di dalam Pasal 1 ayat (4) keluarga 
yang merupakan  kesatuan masyarakat yang terkecil  meluputi  ayah, anak 
dan  ibu. Anak merupakan amanah dan juga karunia oleh Tuhan Yang Maha 
Esa, yang selalu mesti kita jaga karena di dalam dirinya telah  melekat 
harkat, martabat, dan juga  hak-hak sebagai manusia atau orang yang harus 
dijunjung dengan setinggi-tingginya.
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Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya 
keberlangsungan hidup manusia dan juga sebuah negara dan juga bangsa. 
Anak didalam memberikan konribusi di dalam konstitusi Indonesia, anak 
memiliki posisi yang sangat strategis yang kemudian secara tegas dapat 
dikatakan apabila negara menjamin seluruh hak setiap anak dari hak anak 
untuk memperoleh kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan juga 
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berkembang dan yang terkahir hak untuk memperoleh perlindungan terhadap 
adanya kekerasan dan juga diskriminasi. Dengan demikian, kepentingan 
yang bagus untuk anak perlu dilaksanakan sebagai kepentingan-kepentingan 
terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
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Anak perlu mendapatkan keamanan yang berdampak buruk untuk 
perkembangan pembangunan yang berjalan secara dinamis, adanya arus 
globalisasi yang cepat baik di bidang informasi dan komunikasi, termasuk 
juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, dan juga 
perubahan gaya hidup oleh beberapa orang tua yang kemudian memberikan 
dampak berupa perubahan sosial yang sangat mendasar untuk kehidupan 
masyarakat. Yang kemudian dampak tersebut sangat berpengaruh dengan 
nilai yang ada pada anak dan juga perilaku anak. Penyimpangan perilaku dan 
juga perubahan tersebut  yang melanggar hukum yang  pelakunya adalah 
anak, yang diantaranya ditimbulkan karena adanya faktor dari  luar diri anak 
itu sendiri.
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Anak merupakan harapan dari suatu bangsa untuk menyongsong masa 
yang akan datang,  kemudian hak-hak yang wajib diperoleh oleh anak 
terhadap orang tua sejak anak dilahirkan yang kemudian berdasarkan 
peraturan hukum yang ada. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan  
upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan  kebebasan dan juga hak 
asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) dan bermacam-
macam kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan terhadap anak. 
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Kekerasan itu sendiri sangat dekat sekali di dalam kehidupan anak, 
pengalaman anak-anak yang selalu berhadapan dengan kekerasan sangat 
beraneka ragam yaitu  mulai dari bentuk-bentuk kekerasan, pelaku yang ada 
ditempat kejadian, kekerasan, dan juga sebab-sebab yang lainya mengenai 
terjadinya kekerasan. Hingga Orang tua memarahi anaknya bahkan tindakan 
yang dilakukan sampai memukul dengan berbagai macam barang. Meski hal 
ini merupakan penganiayaan yang ringan namun  perbuatan yang diperbuat 
secara sengaja yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh 
orang, yang merupakan tujuan dari pelaku.
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Oleh karena banyaknya tindakan kekerasan dan tindak pidana kepada 
anak yang kemudian menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Tindakan tersebut 
dikatakan sebagai sebuah ukuran jeleknya  peraturan hukum dan juga 
perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2016 Pasal 20 tentang perlindungan anak, dikatakan apabila yang wajib dan 
mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan 
perlindungan terhadap anak adalah pemerintah, dan negara, masyarakat 
meliputi  keluarga dan juga orang tua. 
Upaya preventif sebagaimana yang dapat dilakukan dalam rangka 
menanggulangi kejahatan terhadap anak pada dasarnya dapat dilakukan dari 
lingkungan keluarga sendiri, dengan demikian, merubah suasana rumah 
tangga untuk dapat berubah menjadi kehidupan yang berlandaskan ketaatan 
dan ketaqwaan kepada Allah di kehidupan sehari-hari, juga membuat 
kehidupan yang tentram, antara hubungan ayah, anak dan ibu tidak terdapat 
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perjelahian. Perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan cara 
mengalokasikan waktu luang untuk berkumpul yang berkualtas dengan buah 
hati mereka. Selain itu juga dilakukan dengan cara memberikan kasih sayang 
dengan setulusnya kepada anak. Kasih sayang yang diberikan bukanlah 
berupa kemewahan, melainkan dalam bentuk hubungan yang baik ketika 
orang tua tersebut dapat mengerti perasaan anak tersebut dan mengatasinya 
dengan cara yang mendidik.
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Dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap anak terutama di daerah 
Klaten, ditemukan bahwa pada tahun 2017, menuurt data dari Pusat Layanan 
Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten  terdapat 105 anak di 
kabupaten Klaten yang berhadapan dengan hukum (ABH. dari 105 anak 
tersebut terdiri dari 27 perempuan dan 78 laki-laki. Kemudian 48 anak 
merupakan pelaku, dan 34 anak merupakan korban, sementara 23 anak 
meruapakan sakksi saksi. Sementara selama 2015 tercatat sekitar 50 ABH. 
PLKSAI diluncurkan Pemkab Klaten pada Juli 2016 yang berasal dari 
berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga lain yang berkaitan 
dengan perlindungan anak. Sementara pada tahun 2017, terdapat 7 anak yang 
memperoleh pendampingan karena telah menjadi korban di dalam kasus 
kekerasan seksual.
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Berdasarkan jumlah kasus kejahatan terhadap anak di daerah Klaten 
yang seiring bertambahnya tahun semakin meningkat maka dalam penelitian 
ini akan dikaji mengenai peran dari pemerintah Klaten dalam menciptakan 
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Kota Layak Anak di daerah Klaten. Berkaitan dengan penulisan ini, maka 
penelitian dari skripsi ini mengenai tentang kota layak anak. KLA atau  
child-friendly city (CFC) pada awalnya diprakarsai oleh UNESCO lewat 
program yang Growing Up City. Program ini sendiri dilaksanakan pertama 
kali di empat negara, yaitu Australia, Argentina, Polandia, Mexico. KLA 
merupakan kabupaten atau  kota yang memiliki sistem pembangunan yang 
berbasis terhadap hak anak dengan langkah pengintegrasian sumber daya 
pemerintah, komitmen dan, dunia usaha yang terencana, masyarakat, yan 
dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh mengenai mengenai, 
program, kebijakan, dan perbuatan lain yang bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak yang dimiliki anak.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik mengambil 
permasalah yang berjudul “ Kota Layak Anak Sebagai Prevensi 
Kejahatan Terhadap Anak (Studi terhadap Peran Badan 
Pemberdayaan Masyarakat di  Kabupaten Klaten)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah pemahaman 
didalam pembahasan pokok permasalahan yang hendak diteliti, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana regulasi pemerintah  Kabupaten Klaten dalam mewujudkan 
kota layak anak dalam rangka penceegahan kejahatan terhadap anak? 
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2. Bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten 
Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan terhadap 
anak? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tesebut, dengan demikian tujuan dari 
penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalh sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan regulasi pemerintah di Kabupaten Klaten dalam 
mewujudkan kota layak anak dalam rangka pencegahan kejahatan 
terhadap anak. 
2. Untuk mendeskripsikan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam mencegah kejahatan 
terhadap anak 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini bermanfaat atau berguna untuk: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Penulisan secara teoritis dapat menambah wawasan dan pemahaman 
terhadap masyarakat umum mengenai kebijakan dan regulasi yang diatur 
dan dibuat oleh pemerintah di Kabupaten Klaten dalam rangka 
mencegah kejahatan terhadap anak dan dalam rangka mewujudkan kota 
layak anak di Kabupaten Klaten. 
2. Manfaat Secara Praktis 
Penelitian scara paktis dapat bermanfaat untuk masyarakat umum 
atau untuk mahasiswa karena dengan penelitian ini maka bisa 
menambah pemahaman dan wawasan terkait peran Badan 
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Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai langkah 
konkret dalam menanggulangi kejahatan anak di Kabupaten Klaten. 
E. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus Kekerasan Anak di Klaten 
Meningkat Tahun 2016 &2017 
Perlindungan dan Penegakan 
Hak-Hak  Anak 
Undang-Undang Nomor  4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Undang-Undang Nomor  17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 
 
PENCEGAHAN KEJAHATAN TERHADAP 
ANAK 
Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Klaten 
KOTA LAYAK ANAK DI KLATEN 
Regulasi atau Kebijakan Pemerintah Klaten 
Konvensi hak Anak 
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F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 
empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah 
penelitian yang mengadakan penelitian mengenai data primer di 
lapangan. Hal ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk 
kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan, dalam hal 
ini terkait dengan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kabupaten Klaten sebagai langkah konkret dalam melakukan 
pencegahan kejahatan terhadap anak berdasarkan regulasi atau 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menciptakan  kota 
layak anak untuk mencegah kejahatan terhadap anak.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian disini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan 
mengenai sesuatu peristiwa di daerah-daerah tertentu dan pada waktu 
tertentu. Peneliti mengambarkan berupa hasil dari permasalahan yang 
diteliti.
8
  
3. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini pengambilan lokasi dilakukan di Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten dan Pusat Layanan 
Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Pertimbangan 
penulis mengambil lokasi ini karena Klaten Adalah Kota Layak Anak.  
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4. Jenis Data 
a. Data Primer 
Yaitu data yang didapat berupa fakta atau keterangan 
hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan juga 
hasil dari wawancara dengan narasumber yaitu PLKSAI di 
Kabupetan Klaten dan juga Ketua Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten Klaten. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperlukan adalah data sekunder yang berupa 
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan 
bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah 
dasar, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam 
hal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 4 tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 17 tahun 2016 tentang 
Perlindungan Anak, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 
peradilan pdana Anak. Bahan hukum sekunder adalah  bahan 
hukum yang memberi penjelasan terkait dengan bahan 
hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, 
rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, 
hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
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5. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 
studi yang dilakukan dengan berfokus kepada bahan-bahan yang 
didokumentasikan, sementara itu  alat yang  dipakai adalah studi 
dokumen, yaitu studi dengan metode mempelajari data yang berkaitan 
dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan studi lapangan dan 
observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi 
lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan 
PLKSAI Klaten dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Klaten.  
6. Metode Analisis Data 
Metode Analisis data dilakukan dengan kualitatif yaitu data 
dalam bentuk kata-kata atau kalimat. analisis data yang diguanakan 
dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang 
bersifat umum untuk menjadi  yang bersifat khusus atau individual.
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Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi 
kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis 
kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai 
kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait. 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I berisi tentang pendahuluan berupa uraian menegnai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 
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BAB II memuat tentang tinjauan pustaka, meliputi hak-hak anak, 
perlindungan anak, peradilan anak, dan kejahatan terhadap anak. Dan juga 
tinjauan umum tentang kota layak anak, fungsi dan tugas pokok Badan 
Pemberdayaan Masyarakat secara umum. 
BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, memuat uraian 
mengenai regulasi pemerintah di Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kota 
layak anak dalam rangka penanggulangan kejahatan terhadap anak dan peran 
Bapermas sebagai langkah konkret dalam menanggulangi kejahatan terhadap 
anak 
BAB IV berisi tentang penutup, terdiri atas kesimpulan dan juga saran 
terhadap permasalahan yang dikaji. 
DAFTAR PUSTAKA. 
 
